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EKSISTENSI AREA IMIGRASI PADA TEMPAT 
PEMERIKSAAN IMIGRASI DI INDONESIA
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Abstract
Area Immigration is an area that is in every Immigration Check Point (TPI) in which 
the functions of immigration especially related to the people’s traffic inspection which 
coming in and out of a country and there are a restricted and a sterile  area that can 
only be traversed by parties concerned like the  passengers or crew whom will exit 
or entry Indonesian territory or official and authorized personnel. Arrangements 
regarding to the area of   immigration set in Part Five, Article 22 paragraph (1) of 
Immigration Law determined that: In every Immigration Checkpoints assigned a 
specific area to immigration inspection is the area of   immigration. The existence 
of the immigration area reflects the immigration service quality standards in a 
country. As an international area marked by yellow line (yellow line), the area of   
immigration has a position that is as important as the sovereignty of a country. 
Normatively, immigration area which available in each Immigration Check Point is 
the place and area that was authorized by the Ministry  and has a legal status (legal 
standing) and legitimate in law. So that the existence of the immigration area is a 
representation of authority and sovereignty. But immigration area is less effective 
because of the legal instruments governing inadequate and also people have not 
been aware of law so that there are many violations happens in the immigration 
area.

Keywords : Immigration area, Immigration CheckPoinst, The functions of 
immigration

Abstrak
Area Im�gras� merupakan area yang ada d� set�ap Tempat Pemer�ksaan Im�gras�(TPI) 
d�mana fungs� ke�m�gras�an khususnya terka�t dengan pemer�ksaan lalu l�ntas orang 
yang masuk dan keluar suatu negara d�lakukan dan merupakan area terbatas serta 
ster�l yang  hanya dapat d�lalu� oleh p�hak-p�hak yang berkepent�ngan saja sepert� 
para penumpang atau oleh awak alat angkut yang akan keluar atau masuk W�layah 
Indones�a atau pejabat dan petugas yang berwenang. Pengaturan per�hal area �m�gras� 
d�atur dalam Bag�an Kel�ma, Pasal 22 ayat (1) UU Ke�m�gras�an d�tentukan bahwa: D� 
set�ap Tempat Pemer�ksaan Im�gras� d�tetapkan suatu area tertentu untuk pemer�ksaan 
Ke�m�gras�an ya�tu area �m�gras�. Eks�stens� area �m�gras� mencerm�nkan standar 
kual�tas pelayanan ke�m�gras�an d� suatu negara. Sebaga� area �nternas�onal yang 
d�tanda� oleh gar�s kun�ng (yellow l�ne), area �m�gras� mem�l�k� kedudukan yang 
sama pent�ngnya dengan kedaulatan suatu negara. Secara normat�f, area �m�gras� 
yang ada d�set�ap Tempat Pemer�ksaan Im�gras� merupakan tempat dan area yang 
d�legal�sas� oleh Menter� dan mem�l�k� kedudukan hukum (legal stand�ng) yang sah 
d� mata hukum. Seh�ngga eks�stens� area �m�gras�merupakan representas� w�bawa 
dan kedaulatan negara.Namun area �m�gras� kurang efekt�f karena �nstrumen hukum 
1  Mahas�sw� Mag�ster Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Bal�, Alamat Jalan Pulau N�as 1B 
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I.  PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang 

Area �m�gras� Indones�a 
merupakan area yang ada d�set�ap 
Tempat Pemer�ksaan Im�gras� (TPI) 
d� Indones�a  sebaga� tempat untuk 
pemer�ksaan perl�ntasan orang yang 
masuk dan keluar w�layah Republ�k 
Indones�a. Keberadaan area Im�gras� 
tersebut d�tetapkan berdasarkan  
keputusan Menter� yang dalam hal �n� 
oleh Menter� Hukum dan Hask Asas� 
Manus�a  RI. 

Kewenangan Pengaturan 
perl�ntasan  Orang dan Pengawasan 
Ke�m�gras�an dalam Yur�sd�ks� 
Republ�k Indones�a merupakan 
kewenangan Ke�m�gras�an,  Inst�tus� 
la�nnya yang ada d�bandara sepert� 
Angkasa Pura, PT Pel�ndo,  Peln�, hanya 
sebatas �nstrumen penyed�a sarana dan 
prasarana fisik, tetapi kewenangan atau 
legal�tas yang menyatakan sebaga� 
tempat perl�ntasan masuk dan keluar 
w�layah negara RI berada pada otor�tas 
Im�gras�.

Eks�stens� area �m�gras� d� TPI 
adalah cerm�nan standar kual�tas 
pelayanan ke�m�gras�an, karena orang 
as�ng yang datang dan masuk ke suatu 
negara, maka area yang pertama kal� 
d�temu� adalah area �m�gras�, oleh 
karena �tulah area �m�gras� d�sebut 
sebaga� area kew�bawaan dar� suatu 
negara. Namun area �n� ser�ng kal� t�dak 

d�paham� sebaga� area yang khusus 
atau area ster�l, seh�ngga banyak orang 
yang t�dak berkepent�ngan keluar 
masuk area �m�gras�, dan terkesan area 
�m�gras� t�daklah berbeda dengan area 
la�nnya d� bandara.  Area Im�gras� 
merupakan suatu ruang d� bandara, 
ya�tu d�mula� dar� antrean pada ruang 
keberangkatan sampa� dengan ke 
pesawat atau dar� pesawat sampa� 
dengan konter �m�gras� (kedatangan) 
d�mana d�lakukan pemer�ksaan 
ke�m�gras�an. 

Area �m�gras� �n� amat pent�ng, 
seh�ngga ser�ng d�sebut sebaga� 
ster�l area atau d�anggap sebaga� 
w�layah �nterrnas�onal dalam 
art�an semp�t, d�mana d�dalam area 
tersebut  d�tentukan apakah secara 
ke�m�gras�an seseorang tersebut sudah 
keluar   w�layah Indones�a atau sudah 
memasuk�  w�layah Indones�a.2

Tata letak desa�n (lay-out) juga 
berpengaruh terhadap eks�stens� area 
�m�gras�, d� negara Indones�a pos�s� 
area �n� kurang memenuh� standar, dan 
terkesan sal�ng bers�nggungan serta 
tumpang t�nd�h dengan area la�nnya 
seh�ngga kurang efekt�f dan masyarakat 
kurang respek terhadap keberadaan 
area �m�gras� yang seharusnya area 
tersebut haruslah ster�l dan terbatas.

2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 Tentang Ke�m�gras�an Pasal 22 ayat (1)

yang mengatur belum memada� dan juga masyarakat belum sadar hukum seh�ngga 
mas�h banyak pelanggaran yang terjad� d�area �m�gras� tersebut.

Kata Kunc� : Eks�stens�, Area Im�gras�, Tempat Pemer�ksaan Im�gras�, Fungs�  
          Ke�m�gras�an
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Sebaga� area terbatas area  
�m�gras� merupakan area yang hanya 
dapat d�lalu� oleh p�hak-p�hak yang 
berkepent�ngan d�antaranya para 
penumpang dan awak alat angkut 
(Crew) yang akan men�nggalkan atau 
memasuk� w�layah Indones�a serta para 
pejabat dan petugas yang berwenang”. 
Ketentuan �n� jelas mengamanatkan 
bahwa hanya p�hak tertentu saja yang 
dapat berada d� area �m�gras� tersebut, 
dan orang yang t�dak berkepent�ngan 
secara tegas t�dak d�perbolehkan 
lalu lalang untuk keluar masuk area 
tersebut.

Area Im�gras� yang merupakan 
area �nternas�onal d�tanda� oleh gar�s 
kun�ng (yellow line), yang berada 
d�depan counter �m�gras� dan area 
�m�gras� mem�l�k� kedudukan yang 
sama pent�ngnya dengan kedaulatan 
suatu negara, walaupun hanya sebatas 
gar�s �maj�ner, namun area tersebut 
mem�l�k� representas� kew�bawaan 
dar� suatu negara, oleh karena �tu 
area �m�gras� �n� mem�l�k� kedudukan 
hukum (legal standing) yang jelas, sah 
dan harus d�harga� serta d�hormat� sama 
halnya dengan w�layah �nternas�onal 
sebaga� area masuk dan keluarnya 
orang ke dan dar� suatu negara.

1.2.  Perumusan Masalah
Dar� latar belakang masalah yang 

d�ura�kan d�atas dapat d�rumuskan 
permasalahan sebaga� ber�kut ya�tu:
1. Baga�mana eks�stens� area 

�m�gras� pada Tempat 
Pemer�ksaan Im�gras� d� 
Indones�a.

2. Upaya-upaya apa yang perlu 
d�lakukan pemer�ntah agar 
eks�stens� area �m�gras� efekt�f. 

II. METODE PENELITIAN
Metode penel�t�an yang 

d�gunakan adalah penel�t�an normat�f, 
dengan menggunakan pendekatan 
Perundang-undangan, Pendekatan 
Anal�s�s Konsep Hukum serta 
menggunakan bahan hukum pr�mer 
dan bahan hukum sekunder yang 
kemud�an d�anal�s�s melalu� tekn�k 
deskr�ps�, tekn�k evaluas� selanjutnya 
d��nterpretas� secara s�stemat�s dan 
sos�olog�s terhadap ka�dah hukum 
seh�ngga memperoleh kes�mpulan 
terhadap permasalahan yang ada. 
Sumber hukum pr�mer ya�tu UU 
Ke�m�gras�an dan peraturan-peraturan 
dalam b�dang Ke�m�gras�an yang 
berka�tan dengan permasalahan 
sepert�  Peraturan Pelak-sanaan UU 
Ke�m�gras�an, dan bahan hukum 
sekunder ya�tu bahan Hukum yang 
member�kan penjelasan terhadap 
bahan hukum Pr�mer yang terutama 
adalah buku-buku hukum, jurnal 
hukum, rancangan UU, Karya �lm�ah 
Ahl� Hukum, d�bantu dengan �nformas� 
v�a �nternet yang relevan dengan 
permasalahan yang d�tel�t� seh�ngga 
bahan hukum sekunder �n� dapat  
member�kan �nsp�ras� dan petunjuk 
yang dapat d�paka� sebaga� acuan 
untuk menelaah persoalan yang ada.3 

3 Peter Mahmud Marzuk�, 2014, Penelitian 
Hukum Edisi Revisi, KencanaPrenadamed�a 
Group, Jakarta, hlm., 196.
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Semua bahan hukum tersebut 
kemud�an d�anal�s�s melalu� tekn�k 
deskr�ps�, tekn�k evaluas� yang 
selanjutnya d��nterpretas�kan secara 
s�stemat�s dan sos�olog�s terhadap 
ka�dah hukum yang ada untuk 
kemud�an d�peroleh suatu kes�mpulan 
secara keseluruhan dar� permasalahan-
permasalan yang ada. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Eksistensi Area Imigrasi 

Indonesia 
Kehad�ran area �m�gras� 

d� beberapa tempat pemer�ksaan 
�m�gras� saat �n� d�rasa kurang efekt�f, 
meng�ngat mas�h belum adanya 
suatu ketentuan mengena� standar 
operas�onal prosedur dan tata letak area 
�m�gras� d� Indones�a dan masyarakat 
umum juga kurang paham dan kurang 
mengert� akan eks�stens� area �m�gras� 
sebaga� area terbatas yang seharusnya 
t�dak semua orang b�sa melalu�nya, 
seh�ngga terkesan kurang d�harga� dan 
ser�ng d�aba�kan oleh masyarakat.

Keberadaan area �m�gras� d� 
Indones�a harus d�pos�s�kan sebaga� 
area yang berw�bawa, bermartabat, 
bers�h dan aman sepert� bandar udara 
�nternas�onal d� negara la�n, d�mana 
area �m�gras� nya benar-benar ster�l 
dan hanya p�hak yang berkepent�ngan 
saja yang d�bolehkan masuk dan 
berada d� area tersebut, hal �n� tentu 
berbeda dan berband�ng terbal�k 
dengan  kond�s� bandara d�  Indones�a, 
d�mana mas�h banyak  orang-orang 
yang t�dak seharusnya berada d� area 

tersebut tap� ser�ng memaksakan 
kehendak untuk masuk dan berada d� 
area yang seharusnya terbatas hanya 
untuk penumpang, awak alat angkut, 
petugas dan pejabat C.I.Q (Customs, 
Immigration, Quarantine)

Relevan dengan hal tersebut 
d�atas j�ka d�ka�tkan dengan Pengaturan 
perl�ntasan  orang yang akan masuk 
serta akan keluar w�layah Indones�a, 
maka  set�ap orang yang memasuk� 
w�layah Indones�a waj�b   melalu� TPI 
(Tempat Pemer�ksaan Im�gras�) ya�tu 
ba�k �tu Pelabuhan, bandara dan pos-
pos l�ntas batas serta tempat la�n yang 
bukan Tempat Pemer�ksaan Im�gras� 
namun d�sahkan dan d�fungs�kan 
sebaga� TPI atas dasar persetujuan dan 
keputusan D�rjen�m. 

Memasuk� w�layah RI t�dak 
melalu� TPI atau melalu� TPI namun 
t�dak melalu� pemer�ksaan oleh Pejabat 
Im�gras� atau t�dak mem�l�k� �z�n masuk 
maka t�ndakan tersebut d�katagor�kan 
sebaga� Illegal Entry dan merupakan 
t�ndakan yang dapat d�p�dana4. 

Memasuk� area ster�l yang 
berada d�dalam TPI dengan tanpa hak 
juga merupakan pelanggaran, karena 
area tersebut merupakan area d�mana 
t�dak sembarang orang b�sa lalu lalang 
dan  masuk melewat� area tersebut, 
hanya para penumpang, awak alat 
angkut yang dalam hal �n� para kru, 
petugas d�bandara dan pejabat Im�gras� 
yang melaksanakan Tugas dan fungs� 

4 M. Iman Santoso, 2004, Perspektif  Imigrasi 
Dalam Pembangunan Ekonomi Dan 
Ketahanan Nasional, UI- Press, Jakarta, hlm., 
19  
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ke�m�gras�an d�w�layah perbatasan 
negara Indones�a yang b�sa masuk ke 
area tersebut, namun sampa� saat �n� 
sanks� untuk orang yang melakukan 
pelanggaran ya�tu memasuk� area 
�m�gras� tanpa hak belum ada dan 
belum d�atur.

Pengaturan terhadap perl�ntasan 
orang yang akan memasuk� ataupun 
yang akan keluar w�layah RI berlaku 
ketentuan dan peraturan ke�m�gras�an 
Indones�a, antara la�n:5

1. Perl�ntasan orang d�anggap 
sah j�ka orang yang memasuk� 
ataupun keluar dar� w�layah 
negara R.I. mendapat �z�n masuk 
atau �z�n keluar dar� Pej�m 
(Pejabat Im�gras�) yang bertugas 
dan melakukan pemer�ksaan 
Ke�m�gras�an d� TPI (Tempat 
Pemer�ksaan Im�gras�)

2. Set�ap orang as�ng yang 
melakukan perl�ntasan kew�layah 
negara R.I. waj�b mem�l�k� 
Dokumen perjalanan yang sah 
dan mas�h berlaku.

3. Pejabat Im�gras� berwenang 
memer�ksa set�ap orang as�ng 
yang melakukan perl�ntasan 
ba�k yang masuk ataupun 
keluar w�layah Negara Republ�k 
Indones�a.

4. Pejabat Im�gras� berwenang 
untuk menolak ataupun member� 
�z�n masuk atau �z�n keluar bag� 
orang as�ng yang mel�ntas d� 
w�layah Negara R.I.

Terka�t dengan res�stens� 
dan kurang efekt�fnya keberadaan 
area �m�gras� d� beberapa tempat 
pemer�ksaan �m�gras� saat �n�, maka 
dengan menggunakan teor� dar� 
Lawrence M Fr�edman sebaga� alat 
untuk menganal�s�s permasalahan yang 
ada, d�mana ada 3 (t�ga) subs�stem 
hukum yang d�paka� d�antaranya ya�tu 
: struktur hukum (The legal structure)  
substans� hukum (The legal substance) 
dan kultur hukum (The legal culture).  

Struktur hukum merupakan 
elemen dasar  nyata dan permanen 
dar� s�stem hukum �a adalah tubuh 
�nst�tus�onal. Jad� termasuk d�dalamnya 
�nst�tus� kepol�s�an dengan pol�s�nya, 
�nst�tus� pengad�lan dengan hak�mnya 
dan �nst�tus� D�rektorat Jenderal 
Im�gras� dengan pejabat �m�gras� dan 
PPNS Im�gras�. Substans� hukum 
mengacu pada asas dan ka�dah hukum 
atau mengena� norma, keseluruhan 
aturan hukum  yang tertul�s ataupun 
t�dak tertul�s dan tersusun dar� 
peraturan-peraturtan maupun undang-
undang. Kultur hukum merupakan 
bag�an budaya umum, yakn� adat 
keb�asaan, pendapat, cara berp�k�r yang 
mengarah pada kekuatan-kekuatan 
sos�al  dar� hukum dengan cara tertentu. 
Kultur hukum d��baratkan bahan bakar 
dar� sebuah mes�n. Menurut Lawrence 
M Fr�edman yang menyatakan there 
are three elements in legal systems, 
i.e: legal structure, legal substance, 
and legal culture: 6

6 Lawrence M. Fr�edman, 1975, The Legal 
System A Social Science Perspektive, Rusell 
Sage Foundat�on, New York, p. 14  

5 John Sarodja Saleh, 2008, Sekuriti dan Intelijen 
Keimigrasian, D�rektorat Jenderal Im�gras� 
Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 
65.
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1. The legal structure, is a law 
enforcement agency that 
is implementing the rule of 
law (Struktur hukum adalah 
�nst�tus� penegak hukum yang 
melaksanakan aturan.

2. The legal substance of the law 
refers to the principles and rules 
of law or the norms, rules and 
laws  (Substans� hukum mengacu 
pada asas dan ka�dah hukum 
atau mengena� norma, peraturan 
maupun undang-undang).

3. The legal culture is determined 
by the values of the reference in 
carrying out the law (Budaya 
hukum atau Kesadaran hukum 
d�tentukan oleh n�la�-n�la� 
yang menjad� acuan dalam 
menjalankan hukum.       
J�ka membahas substans� 

ke�m�gras�an dalam relevans�nya 
dengan s�stem hukum maka dapat 
d�ura�kan hal-hal ber�kut :7

a. Lembaga atau �nstans� penegak 
hukum ke�m�gras�an dalam 
hal �n� adalah pejabat �nternal 
d�kalangan �m�gras�, sela�n 
�tu fungs� dan peran �m�gras� 
sebaga�  pember� pelayanan 
ke�m�gras�an dalam art�an 
terka�t dengan  struktur hukum 
(legal structure)  merupakan 
acuan terhadap pembatasan dar� 
keseluruhan �nstans�-�nstans� 
penegak hukum.

b. Asas dan ka�dah hukum 
ke�m�gras�an (substans� 
hukum) (legal substance), 
merupakan keseluruhan aturan 
ke�m�gras�an,  norma, keputusan 
atau keb�jakann ke�m�gras�an 
yang d�keluarkan.

c. Perseps� masyarakat terhadap 
peraturan ke�m�gras�an. 
Budaya hukum (legal culture), 
merupakan kekuatan sos�al yang 
menjad� acuan baga�mana hukum 
�tu d�gunakan, apakah menuju 
atau menjauh dar� hukum atau 
d�salahgunakan oleh masyarakat 
dengan cara-cara tertentu.

d. Implementas� Sarpras dalam 
proses penerapan peraturan- 
peraturan ke�m�gras�an. 

Pertama; Struktur hukum yang 
d�maksud adalah �nstans� penegak 
hukum, dalam hal �n� kalangan �nternal 
�m�gras� ya�tu Pejabat Im�gras�.

Sejauh �n�, struktur hukum 
telah berjalan dengan ba�k. Pejabat 
Im�gras� yang bertugas d�bandara ba�k 
d�term�nal kedatangan �nternas�onal 
maupun keberangkatan �nternas�onal 
telah menjalankan tugasnya dengan 
sangat ba�k dan bekerja sesua� SOP. 
Adanya pengawasan secara rut�n oleh 
Pegawa� Im�gras� yang d�tugaskan 
d�bandara mengamankan dan menjaga 
ketert�ban antrean penumpang dan 
orang-orang yang mel�ntas d� ruang 
atau area �m�gras� maupun oleh Kepala 
B�dang Pendaratan dan Iz�n Masuk 
selaku pejabat yang bertanggung 

7 Santoso M.Iman, 2012, Perspekt�f Im�gras� 
Dalam M�gras� manus�a, Pustaka Reka C�pta, 
Bandung , hlm., 126.
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jawab terhadap seluruh mekan�sme 
pelayanan ke�m�gras�an d� bandara 
khususnya d�sek�tar area �m�gras�, 
menunjukann bahwa jajaran �m�gras� 
telah berusaha semaks�mal mungk�n 
melaksanakan tugasnya. Namun, dalam 
kond�s� tertentu, Pejabat Im�gras� yang 
bertugas d� area �m�gras� cenderung 
bers�kap perm�s�f dan mudah toleran 
terhadap masyarakat. Seh�ngga  
area �m�gras� tersebut ser�ngkal� 
d�masuk� oleh p�hak-p�hak yang t�dak 
berkepent�ngan. 

Kedua ;  Substans� hukum, 
d�mana �nstrumen hukum yang 
mengatur hal �khwal area �m�gras� 
saat �n� belum cukup memada�. Area 
�m�gras� hanya d�atur dalam Bag�an 
Kel�ma, Pasal 22 UU No. 6 Tahun 
2011 tentang Ke�m�gras�an. Dalam 
penjelasan pasalnya pun hanya tertul�s 
“cukup jelas”. walaupun d� dalam 
penjelasan ayat (1) nya d�sebutkan 
batas area �m�gras� dan pent�ngnya 
penetapan area tersebut meng�ngat 
d� area tersebut dapat d�tentukan 
status ke�m�gras�an seseorang apakah 
merekasudah keluar dar� w�layah 
Indones�a ataupun sudah memasuk� 
w�layah Indones�a seh�nggan area atau 
ruang yang ada d� antrean kedatangan 
dan keberangkatan tersebut memegang 
peranan yang sangat besar.

Meng�ngat m�n�mnya aturan 
yang mengatur tentang keberadaan 
area �n� maka perlu d�buat aturan 
tekn�s, sepert� Peraturan Pemer�ntah, 
Peraturan Menter�, ataupun Standar 
Operas�onal Prosedur (SOP) yang 

memuat soal area �m�gras�. Bahkan 
dalam Peraturan Pelaksanaan UU 
Ke�m�gras�an yang baru pun t�dak 
d�atur soal area �m�gras�. Seharusnya 
Peraturan Pemer�ntah yang  merupakan 
peraturan pelaksanaan dar� Undang-
Undang maka substans� Peraturan 
Pemer�ntah tersebut seharusnya  
merupakan penjabaran leb�h lanjut 
serta bersumber dar� Undang-Undang 
dan agar undang-undang d�laksanakan 
sebaga�mana mest�nya. 

Ak�bat m�n�mnya pengaturan 
tentang area �m�gras�,  maka batasan 
soal term�nology area �m�gras� pun 
mas�h amb�gu dan belum jelas. 
Kemud�an masalah tata letak desa�n 
(lay-out) area �m�gras� juga belum 
adanya keseragaman d� bandara-
bandara d� Indones�a dan belum adanya 
sanks� hukum bag� p�hak yang keluar 
masuk area �m�gras� secara �legal, 
serta belum adanya standar prosedur  
pelaksanaan d�lapangan.

Ketiga; Budaya hukum. Paham 
kesadaran hukum sebenarnya berk�sar 
pada p�k�ran-p�k�ran yang menganggap 
bahwa kesadaran hukum dar� warga 
masyarakat merupakan suatu faktor 
yang menentukan sahnya hukum.8 

Menurut pendapat Soerjono 
Soekanto kesadaran hukum adalah 
pen�la�an terhadap apa yang 
d�anggap  ba�k dan yang t�dak ba�k,9 

8 Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat 
Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 310  

9 Soerjono Soekanto, 1982, Suatu Tinjauan 
Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah 
Sosial, Alumn�, Bandung, hlm. 184.
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Seh�ngga dapat d�katakan kesadaran 
tersebut telah mendarah dag�ng dan  
mempunya� kekuatan yang leb�h 
besar dar� pada wewenang b�asa yang 
d�dasarkan prest�se. Jad� kesadaran 
hukum masyarakat belum menjam�n 
masyarakat tersebut akan mentaat� 
hukum, hal �n� d�sebabkan berbaga� 
kepent�ngan, kesadaran hukum relevan 
dengan ketaatan atau efekt�v�tas 
hukum, apakah ketentuan hukum 
�tu sudah  benar-benar berfungs� 
atau t�dak d�dMasyarakat pengguna 
fas�l�tas bandara belum sepenuhnya 
mengert� dan belum sepenuhnya sadar 
hukum, dalam art�an kesadaran hukum 
masyarakat Indones�a mas�h rendah, 
aturan hukum sudah ada, namun t�dak 
sed�k�t dar� mereka yang kadang suka 
memaksa-maksa petugas untuk b�sa 
masuk ke area �m�gras�. Hal �n� tentu 
sangat d�sesalkan, d�mana Pejabat 
Im�gras� sudah berusaha maks�mal dan 
berusaha member�kan pelayanan yang 
terba�k, terkadang mas�h ada masyarakat 
yang selalu mendesak untuk d�ber�kan 
�z�n masuk. Masyarakat k�ta perlu 
d�ber� pemahaman hukum, seh�ngga 
aturan yang telah d�buat dapat d�taat� 
dan d�patuh�  dengan ba�k.

3.2 Upaya-upaya apa yang perlu 
dilakukan pemerintah agar 
eksistensi area imigrasi 
efektif. 
Banyak perlawanan dan 

pelanggaran terhadap eks�stens� area 
�m�gras� d� set�ap TPI seh�ngga perlu 
d�lakukan pembenahan dan koord�nas� 

l�ntas sektoral agar kehad�ran dan 
keberadaan area ster�l �n� leb�h 
d�harga�. 

Mengena�  res�stens� dar� 
eks�stens� area �m�gras� pernah 
d�alam� oleh beberapa Tenaga Kerja 
Indones�a (TKI) yang telah mendapat 
tanda keluar oleh Pejabat Im�gras�, 
bahkan sudah berada d� dalam 
pesawat, ternyata d�per�ntahkan turun 
dar� pesawat oleh p�hak Kepol�s�an 
karena d�duga TKI �legal. Hal �n� 
terjad� karena kurangnya koord�nas� 
dan terjad� ket�daksepahaman p�hak 
Kepol�s�an dengan p�hak �m�gras� 
tentang art� pent�ng eks�stens� area 
�m�gras�. Log�ka hukumnya, j�ka 
sudah berada d� boarding room berart� 
mereka sudah melalu� pemer�ksaan 
ke�m�gras�an serta telah d�ber�kan tanda 
bertolak, apalag� j�ka sudah berada 
d� dalam pesawat, �tu berart� mereka 
sudah berada d� area �nternas�onal, 
dan seharusnya t�dak boleh d�lakukan 
proses penangkapan, hal tersebut tentu 
t�dak d�benarkan, para TKI �tu perlu 
mendapat perl�ndungan hukum karena 
mereka statusnya sudah berada d� 
area �nternas�onal, �n� menunjukkan 
betapa area �m�gras� sama sekal� t�dak 
d�anggap dan t�dak ada w�bawa serta 
koord�nas� l�ntas sektoral sama sekal� 
t�dak ada. 

Mel�hat real�ta dan adanya 
res�stens� terhadap keberadaan area 
�m�gras� d� Indones�a, maka perlu 
d�lakukan upaya-upaya pembenahan 
oleh pemer�ntah, d�antaranya perlu 
adanya pengaturan yang leb�h ba�k 
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dan juga penjabaran aturan hukum 
tekn�s soal area �m�gras�, perlu d�buat 
Juklak dan juga Jukn�snya seh�ngga 
pelaksanaan d�lapangan menjad� 
leb�h ba�k dan t�dak men�mbulkan 
kesalahpahan serta t�dak mult�tafs�r. 

Dalam hal �n� Pembentuk 
undang-undang (wets gever) harus 
sadar dan memaham� bahwa beg�tu 
pent�ngnya  eks�stens� area �m�gras�, 
termasuk d�dalamnya tata letak area 
�m�gras�, sanks� hukum bag� para p�hak 
yang melakukan pelanggaran dan juga 
d�buatkan suatu Standar Operas�onal 
Prosedur (SOP) sebaga� pegangan 
bag� para Petugas d�lapangan seh�ngga 
jangan sampai terjadi konflik diwilayah 
atau area �m�gras�. Sela�n hal d�atas yang 
perlu d�lakukan adalah pen�ngkatan 
kesejahteraan pegawa� �m�gras� yang 
bertugas d�bandara, meng�ngat beban 
kerja yang berat dan jadwal kerja yang 
padat, maka para Pejabat Im�gras� yang 
bertugas d� area �m�gras� perlu d�jam�n 
kesejahteraannya, karena b�aya h�dup 
yang t�ngg� selama bertugas d� bandara 
dan tanggung jawabdan res�ko yang 
besar yang harus d�emban, maka 
kesejahteraan mereka harus d�jam�n. 

Hal la�n yang perlu d�lakukan 
adalah dengan mengadakan sos�al�sas� 
terhadap masyarakat serta  perusahaan-
perusahaan penerbangan dan petugas 
d�bandara agar leb�h memaham� 
pent�ngnya mematuh� aturan dan 
menghormat� area �m�gras� serta agar 
masyarakat b�sa leb�h berbudaya 
dan sadar hukum. Kesadaran hukum 
masyarakat k�ta mas�h rendah, 

seh�ngga sos�al�sas� secara rut�n 
serta  koord�nas� l�ntas sektoral dan 
pendekatan personal, perlu d�lakukan 
agar masyarakat memaham� betapa  
pent�ngnya w�bawa area �m�gras�, 
yang merupakan representas� dar� 
suatu negara dan kedaulatan negara. 

IV.  PENUTUP
4.1.  Simpulan

Secara yur�d�s pengaturan  
per�hal area �m�gras� sudah d�akomod�r 
dalam UU Ke�m�gras�an yang baru 
d�mana d�sebutkan area �m�gras� 
bers�fat terbatas dan ster�l seh�ngga 
hanya orang-orang tertentu saja 
yang b�sa melewat� area tersebut, 
d�antaranya para penumpang, kru atau 
awak pesawat yang akan melakukan 
perjalanan keluar neger� atau pun yang 
akan memasuk� w�layah Indones�a 
atau juga  pejabat dan petugas yang 
berwenang. Ketentuan �n� jelas 
mengamanatkan bahwa hanya p�hak 
tertentu saja yang dapat berada 
d� area tersebut, sedangkan orang 
yang t�dak  berkepent�ngan secara 
tegas t�dak boleh keluar atau masuk 
area �m�gras�. Namun area �m�gras� 
tersebut keberadaannya belum efekt�f, 
meng�ngat mas�h banyak orang yang 
t�dak berkepent�ngan masuk dan keluar 
dengan leluasa, hal �n� d�sebabkan 
karena m�n�mnya pengaturan tentang 
area �m�gras� dan juga belum adanya 
aturan tekn�s, sepert� Peraturan 
Pemer�ntah, Peraturan Menter�, 
ataupun Standar Operas�onal Prosedur 
(SOP) yang memuat soal area �m�gras�. 
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Bahkan dalam Peraturan Pelaksanaan 
pun t�dak mengatur tentang area 
�m�gras�. Sela�n �tu Kesadaran hukum 
masyarakat k�ta mas�h rendah, aturan 
hukum sudah ada, namun t�dak sed�k�t 
dar� mereka yang memaksa-maksa 
petugas untuk masuk ke area �m�gras�. 
Serta belum adanya sanks� hukum yang 
member� efek jera bag�  para p�hak 
yang melanggar ketentuan masuk atau 
keluar area �m�gras� secara �llegal. 

4.2.  Saran
Agar d�buat aturan hukum 

tentang area �m�gras� yang d�tuangkan 
dalam Peraturan Pemer�ntah, Peraturan 
Menter�, dan juga d�tuangkan dalam 
Juklak dan Jukn�s ataupun Standar 
Operas�onal Prosedur (SOP) yang 
memuat soal area �m�gras� dan 
hendaknya Peraturan Pelaksanaan 
UU Ke�m�gras�an mengatur soal area 
�m�gras� serta d�muat sanks� hukum 
bag� para p�hak yang keluar masuk 
area �m�gras� secara �llegal.
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